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Tiga SKPD Kubu Raya Diduga Selewengkan Bansos

pemberian dana hibah dan

bansos yang bersumber dari
APBD;’ tuturnya.

Hadi yang juga merupakan
Anggota Komisi A, DPRD
Kubu Raya menuturkan untuk
poin yang ketiga, berdasarkan
hasil pengujian atas dasar per-
tanggungjawaban yang dila-
kukan oleh BPK ditemukan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

dan Kebersihan penyerahan
bansos kepada masyarakat
berupa material bahan ba-
ngunan pada kegiatan perba-
ikan perumahan dan pemu-
kiman tidak layak huni sebe-
sar Rp.1.434.190.000,- yang
dianggarkan pada belanja ba-
rang penetapan penerimaan
_bantuannya belum ditetapkan
dengan keputusan Bupati.
“Tanpa keputusan Bupati
yang hanya berdasarkan kepu-
tusan kepala dinas dan pene-
tapan nama-nama penerima
bansos tidak berdasarkan atas
pengajuan proposal dari pe-
nerima, hal ini tentunya ber-
tentangan dengan ketentuan
yang diatur dalam pasal 32
ayat (1) Permendagri No.32
Tahun 2011 tentang pedoman
pemberian hibah dan bansos
dari APBD lagi,” ucapnya.
“Berdasarkan hasil peneri-

maan atas mekanisme penye-

rahan barang dan hibah sebe-
sar Rp.13.448.560.800 yang
berasal dari belanja barang
pada Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan kebersihan Kubu
Raya sebesar Rp.4.214.355.000
Dinas  Pertanian dan
Peternakany sebesar

Rp.5.691.531.000 dan Dinas
Perkebunan, Kehutanan dan -

Pertambangan sebesar
Rp.3.542.674.800 diketahui
penyerahannya dilaksanakan
langsung oleh rekanan pelak-
sana pekerjaan dan hanya ber-
dasarkan berita acara serah
terima barang tanpa disertai
naskah perjanjian hibah dae-
rah (NPHD), hal ini sangat
bertentangan dengan keten-
tuan yang diatur dalam pasal
13 ayat (1) dan pasal 14 ayat
(3) Permendagri nomor 32
tahun 2011,” katanya.

Lebih lanjut, yAkibat
ketidakpatuhan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku maka bansos dan
hibah berupa barang pada
Dinas Cipta Karya, Tata Ru-
ang dan Kebersihan, Dinas
Pertanian dan Peternakan dan
Dinas Perkebunan, Kehutan-
an dan Pertambangan senilai
Rp.14.882.750.800 berpotensi
disalahgunakan.

Sementara itu hal senada
juga disampaikan oleh Fraksi
PDI-P DPRD Kabupaten Kubu
Raya, Agus Sudarmansyah
yang mendukung di bentuk-
nya pansus terkait LHP BPK
RI pada ketiga dinas yang di-
paparkan oleh Ketua Panja
LHP BPK RI untuk mereko-
mendasikan dibentuknya
pansus terkait dalam hal
mekanisme  penyaluran
bansos dan hibah tersebut.

“Kita mendukung sepenuh-
nya, terhadap rekomendasi
hasil panja LHP BPK RI terha-
dap APBD Kubu Raya tahun

2013, yang mana salah satu
poinnya mengusulkan untuk
dibentuknya pansus berkaitan
dengan mekanisme penyalur-
an bansos dan hibah ya;
merujuk pada LHP BPK R’
berpotensi disalahgunakan®
ungkapnya saat ditemui di
DPRD Kubu Raya kemasin,
Pihaknya meminta kepada
pimpinan DPRD untuk segera
membentuk pansus terkait

‘ dengan rekomendasi LHP

BPK RI terhadap tiga SKPD
tersebut. “Karena yang kita
ketahui saat ini produk panja
LHP BPK RI ini sangatlah ha- -
rus dihormati oleh lembaga
DPRD yang menaunginya,’
ujarnya. - '

Agus yang juga merupakan
Ketua Komisi C DPRD Kubu
Raya menjelaskan, terkait
rekomendasi yang diberikan
oleh BPK RI untuk memben-
tuk pansus tersebut, sudah
seyogyanya merujuk pada
rekomendasi tersebut pimpin-
an DPRD yang mempunyai
kewenangan untuk menyetu-
jui ~dalam pembentukan
pansus tersebut. “Tentunya
harapan kami-pansus yang di-
usulkan segera untuk di ben-
tuk karena mengingat masa
waktu panitia kerja yang ditun-
juk dengan batasan waktu tu-
juh hari, saya kira tidak cukup
waktunya untuk mendalami
suatu permasalahan hingga
selesai, dengan pansuslah nan-
tinya yang dapat.fokus mela-
kukan rekomendasi terkait tiga
SKPD tersebut,” ungkapnya.
(Amd) ;
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